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Lampiran-4

1. Pemahaman Terhadap Isu Hoax
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital Direktorat
Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia

a)

“Menurut saya hoax adalah kabar bohong. Kabar bohong juga
macam-macam, ada juga yang definisinya yang spesifik yaitu
miss-informasi atau dis-informasi. Perbedaannya adalah kalau
miss-informasi itu adalah kabar bohong yang dikirimkan tapi
yang mengirimkan tidak punya niatan jelek, murni karna dia
tidak tahu. Kalau dis-informasi kabar bohong karena ada niat
jelek dari yang ngirimin, misalkan karena ingin bikin panik,
ingin melakukan fitnah, itu namanya dis-informasi.”

B. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia

a)

b)

“Nah gini, prinsip untuk ngecek hoaxnya sebenarnya
sederhana. Pertama, ini hoaxnya bidang apa? Maksudnya
hoaxnya inikan tadi aku bilang, hoax itu apa saja? politik,
makanan, minuman, ataupun lingkungan, segala macem. Kaya
kejadian di Palu kemarin, harusnya kalau ada suatu isu kita
lihatnya langsung ke BMKG kalau itu infonya terkait gempa,
tsunami, cuaca. Nah, kalau terkait bantuan segala macam, kan
Kementerian Keminkopolhukam yang melakukan
koordinirkan. Nah kalau ada apa-apa buka websitenya
Keminkopolhukam. Jadi selalu kembali ke rujukan utamanya,
bidangnya apa yang dijadikan berita, kembali lagi ke instansi
awalnya.”

jadi ada ciri-ciri kita mengenali hoax itu apa saja, salah satunya
gini, cek alamat websitenya. Kalau alamat websitenya itu
blogspot atau pun ya blog-blog itu, itu sudah jelas tuh ... kami
juga melakukan edukasi melalui ini ya ke masyarakat jadi agar
tidak mudah termakan oleh hoax apa saja. tadi cek alamat
URLnya, alamat websitenya pake com, pake co atau apa. Kalau
dia biasanya menggunakan .id, itu kalau dia menyebarkan
konten negatif atau hoax, pasti kita akan gampang
menangkapnya. Karena kalau kita menggunakan .id itu
berdasarkan data KTP dan harus terverifikasi orangnya benar
gak itu. Nah cek statusnya, statusnya itu adalah ini kalau di
website ya, biasanya kalau websitenya itu jelek, dia tuh bagian
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status atau kontaknya tidak ada isinya, masih kosong.
Kemudian, nih siapa penulisnya, kredibel gak orang itu.
Kemudian juga cek ke media-media nasional, kalaupun berita
itu berita benar, pasti media mainstream akan memberitakan.
Kalau tidak memberitakan, jelas itu hoax. Kemudian
penggunaan tanda. Diberita itukan suka dicapslock hari ini
gempa jam 9, ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, nah itu
pasti hoax. Kalau nggak gini, sebarkan kesepuluh orang maka
Anda akan beruntung hari ini. nah itu pasti hoax, karena
kenapa? Hoax itu cirinya pasti mengajak agar berita itu
tersebar”

C. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan Pelaporan
Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

a)

Hoax itu berita bohong yang dibuat secara sengaja. Yang
membuat berita bohong itu, tau sebenarnya kalau itu bohong
dan bermaksud untuk menipu atau menghasut orang lain.
Karena isu-isu yang diangkat biasanya ada tujuannya.
Misalnya, di tahun politik ini, ada banyak yang menyebarkan
berita bohong untuk menjelek-jelekkan pihak lawan.

D. Dewi Susiorini — Kepala Sub Seksi Produksi Konten dan Desiminasi
Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia

a)

b)

Hoax itu kalau kita sama-sama tahu, itukan industri ya,
informasi yang mungkin sudah terindustri untuk kepentingan
satu dan beberapa pihak yang ingin diuntungkan dengan
adanya berita bohong. Berita bohong yang mampu mendistract
atau ya namanya berita bohong tujuannya untuk apa, untuk
kepentingan-kepentingan tertentu.

Hoax juga macam-macam, sesuai sektor, sesuai kepentingan.
Ada hoax tentang berita infrastruktur, infotaitment, SARA,
kekerasan, dan lain sebagainya pokoknya hoax tuh banyak
banget yang intinya untuk kepentingan apa. Tidak mungkin
orang mau membuat suatu konten tanpa ada, ya iseng aja. Pasti
ada maksud dan tujuannya. Boleh jadi siapa yang sebenarnya
hoax, yang ini si A atau si B. Inikan tergantung dari data.
Contoh yang gampangnya, gue udah bikin cake keju. Gue bisa
klaim ini cake keju buatan aku. Yang sebelah sini bilang, itu
bukan cake keju, itu bolu taburan keju. Kalau cake keju, lu
harus tau sebenarnya apa yang dimaksud dengan cake keju.
Secara dunia kuliner cake keju adalah blablabla. Nah itukan
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masalah persepsi. Kadang ada orang yang dikatakan
berbohong, menurut saya itu tidak berbohong , ini adalah
kebenaran. Ini cake keju kok, ada kejunya, terbuat dari keju.
Tapi yang sebelah sana bilang, loh nggak kalau secara teorinya
cake keju bukan kaya gitu. Itu ga bohong loh, itu sebuah
informasi yang tidak ada kebohongan di dalamnya tapi persepsi
bermasalah. Lebih parah lagi, ada kebakaran di daerah sana,
jangan masuk sana. Orang jadi takut masuk kesana, padahal
aman damai tentram. Padahalkan itu kebohongan, orang jadi
tidak mau investasi disana. Itu bohongnya mutlak banget.

c) Nabh itu tadi, memilah-milah mana yang hoax mana yang bukan
terus kenapa kok hoax ini dinaikan, terus bagaimana
meminimalisir supaya hoax tidak menyebar. Kita bilang itu
hoax, terus mana yang benarnya, kita bisa kasih data yang
benarnya gak. Nah itu tidak hanya sekedar kasih cap ini hoax,
kita kan harus jujur. Masyarakat umum gimana caranya, ya
harus ada sebuah wadah yang kita sebut fake checking, ini
bener gak sih nih selain tau ciri-ciri hoax, kita kan ada literasi
media kita kasih tau kalau ada orang ngasih informasi
pokoknya ini adalah pokoknya pokoknya. Nah itu ciri-ciri hoax
seperti itu. Berita yang bisa dipertanggung jawabkan tuh ada
sumbernya, nah itu masyarakat harus terliterasi dengan baik.
Jadi jangan hanya membaca judulnya saja tapi memahami
isinya nyambung gak, mungkin gak, nalar gak, logikanya ada
gak, terus terbiasa untuk misalnya untuk melihat berita itu dari
dua sisi tidak dari satu sisi, itukan harus literasi mbak.

2. ldentifikasi dan Analisis Isu Hoax Politik pada Website di Indonesia
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital Direktorat
Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia

a) “Sangat parah. Kemarin ya, kalau kita bicara soal bangsa, kabar
bohong atau hoax ini bisa memecah belah. Banyak konflik yang
juga dimulai dari hoax, konflik sara, suku, agama, ras, kabar
misalnya ada orang yang tidak suka adzan, katanya seperti itu.
Kemudian kabarnya menyebar sampai akhirnya rumahnya
dihancurkan, dibakar, ada tempat ibadah, itukan awalnya dari
kabar-kabar bohong yang sebenarnya tidak tahu benar atau
tidaknya, salah paham, ya itu efeknya sudah sampai seperti itu.

Kita bicara stabilitas nasional juga terganggu kalau begitu.”
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“Udah mencapai titik kritis karena hoax-hoax ini menyebar cepat.
Kalau jaman dulu ini, kabar hoax ini menyebar dari mulut ke
mulut. Sekarang ada teknologi, ada media sosial, makin cepat lagi.
Kalau dulu ada kabar hoax seputar dukun santet, sampai orang
dibunuh, dikeroyok, ya itu dari mulut kemulut saja. Giliran ada
media sosial, sekarang makin cepat lagi. Jadi efeknya lebih
massive, jutaan orang akan bisa tertipu dalam waktu yang cepat.
Makanya sekarang sudah kritis.”

“Macam-macam sebabnya, salah satunya adalah arus informasi
yang sangat cepat tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan
literasi digital yang cukup. Orang tuh senang sesuatu yang heboh,
kadang-kadang, orang senang membagikan sesuatu yang belum
tentu benar, seolah-olah kalau ada di grup Whatsapp itu kalau
sering ngirimin berita, semakin banyak itu kesannya kaya orang
yang pintar. Padahal belum tentu yang dikirimkan benar. Termasuk
juga ya itu budaya tabbayun, klarifikasi, check and re-check, cross-
check, itu masih sangat rendah. karna orang jarang hobi baca.
Maksudnya baca literatur, baca buku, itu maka sekarang cenderung
semua informasi ditelan mentah-mentah. Itu ada kaitannya juga
dengan pandangan politik atau pandangan orang terhadap suatu hal
... Kadang-kadang juga gini, ada artikel yang judulnya A, isinya B.
Orang tuh gampang terprovokasi, gampang emosi, kalau judulnya
sudah bikin kita emosi kadang-kadang kita share tidak baca
dalamnya apa, padahal di dalamnya isinya benar. tapi judulnya
memang disengaja dibuat provokatif. Itu seperti itu. Karena
produsen atau media online yang tidak bertanggung jawab ini tahu
dan paham dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, makalah
dibikin seperti itu. Banyak artikel-artikel yang judul provokatif,
tapi isinya berbeda, kemudian ini dimanfaatkan. Karena kalau
bisnis media online, setiap kali orang ngeklik, semakin banyak
yang dibagikan, popularitas artikel menaik, nah itu akan ada
banyak pemasukan dari iklan.”

“Ya itulah makanya salah satu cara mengklarifikasi atau
mengcheck and re-check adalah periksa alamatnya, websitenya.
Kalau ada suatu kabar, googling saja apakah media-media
masional seperti kompas, atau media yang terkenal lainnya ikut
memberitakan atau tidak. kalau memang media-media lain tidak
ada, bisa dipastikan ini berita bohong. Atau misalnya websitenya
blogspot atau apa ya misalkan .co, .com, itu belum tentu bisa
dipertanggungjawabkan. Karena kita punya yang namanya .id,

100



f)

Universitas Esa Unggul

kalau misalkan .id orang mau daftar punya website, nama
domainnya .id, harus pake KTP nih, jadi relatif bisa dipercaya.
Tapi kalau mau pesan nama domainnya .com atau yang lainnya itu
mereka tinggal pesan lalu bayar saja, jadi bisa bohong-bohongan.
Jadi harus hati-hati.”

Ohya nggak dari dulu hoax sudah selalu ada. Cuma kondisinya
penyebarannya tidak semasif ini. waktu dulu belum ada internet
kalau mbaknya inget mungkin tahun 90-an itu ada model-model
kabar bohong atau isu-isu penculikan, isu-isu dukun santet, segala
macam akhirnya mengorbankan puluhan orang menjadi korban
amuk massa sampai meninggal itu. Prinsipnya sama, Cuma
sekarang lebih berbahaya karena penyebarannya bukan hitungan
hari, hitungan minggu, tapi hitungan detik melalui internet ini.
Kekuatannya sih ya semua orang punya hak yang sama untuk
bersuara. Gak harus punya media koran untuk bisa menjadi
penyebar berita. Semua orang, makanya sekarang ada konsep
citizen journalism itu, semua punya hak yang sama untuk
didengarkan dan lebih murah lagikan. Gak harus punya kantor
penerbitan segala macam untuk punya laporan atau portal berita.
Cuma masalahnya kan tidak hanya dimanfaatkan hanya oleh
orang-orang baik saja, tapi orang-orang yang mempunyai niat
buruk termasuk penyebar hoax dan komplotannya yang
menjadikan hoax sebagai ladang pencari nafkah karena ini industri
ya. Berita bohong atau kabar bohong bagian dari industri. Mereka
punya jaringan tersediri dan punya tujuan pula. Jadi saya bilang ini
merupakan salah satu sisi negatif dari teknologi.

B. Dewi Susiorini — Kepala Sub Seksi Produksi Konten dan Desiminasi
Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia

a)

b)

Nah masalah hoax, masalah hoax ini menjadi salah satu PR
bersama. Jadi hoax itu menurut saya tidak diselesaikan di
Direktorat ini saja, tapi juga dengan Aptika. Ya, itu ada kaitannya.
Jadi banyak kaitan untuk menimbulkan suatu ekosistem dimana
disitu bersih dari hoax, atau paling tidak meminimalisasi terjadinya
hoax.

Nah itu tadi, memilah-milah mana yang hoax mana yang bukan
terus kenapa kok hoax ini dinaikan, terus bagaimana
meminimalisir supaya hoax tidak menyebar. Kita bilang itu hoax,
terus mana yang benarnya, kita bisa kasih data yang benarnya gak.
Nah itu tidak hanya sekedar kasih cap ini hoax, kita kan harus
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jujur. Masyarakat umum gimana caranya, ya harus ada sebuah
wadah yang kita sebut fake checking, ini bener gak sih nih selain
tau ciri-ciri hoax, kita kan ada literasi media kita kasih tau kalau
ada orang ngasih informasi pokoknya ini adalah pokoknya
pokoknya. Nah itu ciri-ciri hoax seperti itu. Berita yang bisa
dipertanggung jawabkan tuh ada sumbernya, nah itu masyarakat
harus terliterasi dengan baik. Jadi jangan hanya membaca judulnya
saja tapi memahami isinya nyambung gak, mungkin gak, nalar gak,
logikanya ada gak, terus terbiasa untuk misalnya untuk melihat
berita itu dari dua sisi tidak dari satu sisi, itukan harus literasi
mbak.

Ya paling gampang. Bacanya banyak, murah. Coba nyebarinnya
dikoran, kan bayar. tinggal klik-klik aja. ya karna orang mudahkan,
penyebarannya itu kan mudah. Dia yang bikin konten, banyak
orang bisa disuruh nyebarin. Apalagi orang yang nggak tahu.
Bayar aja gitu misalkan, dia suruh sebarin ke 100 orang gitu terus
dia sebarin.

. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia

a)

b)

“Hoax aku bilang krisisnya udah darurat ya karena kita memasuki
namanya pemilu. Kalau kita dalam kondisi normal, mungkin kita
menanggapi isu-isu berita bohong itu tidak separah sekarang.
Apalagi sekarangkan sensitif sebetulnya. Masyarakat itu lebih
sensitif terhadap isu yang berkaitan dengan pemilu”

“Sejauh mana? Jauh banget, jauh banget. Tadi aku sudah cek yang
Lombok, yang di Palu itu Liquividasi. Itu gara-gara isu bawah
tanahnya ambles ke tanah itu orang-orang jadi takut. Itu luar biasa
loh itu. Bahkan sampai adakan isu hoax yang sampai persekusi.
Apa namanya, orang itu sampai dicari, dihajar. gara-gara satu isu
kecil, ya bangsa ini bisa berantem, bisa saling bunuh membunuh
bahkan.”

“di Lombok kejadiannya gini, jadikan rumah yang hancur-hancur
itu ada cap tangan di dingding, dirumah lain tiba-tiba muncul
semua. ternyata ada orang iseng, memanfaatkan kondisi itu untuk
membuat iseng, meresahkan masyarakat. Terutama dengan kondisi
kita menghadapi yang namanya pemilu. Orang itu va
memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat untuk
kepentingan-kepentingan dia. terus masyarakat kita masih belum
memiliki kemampuan literasi digital. Belum mengetahui website
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mana yang bisa dianggap terpercaya, website mana yang bisa

dianggap ini website palsu, abal-abal. Jadi ya pengetahuan

masyarakat kita masih kuranglah.”

d) Dengan demikian, yang dimaksud dengan etika komunikasi massa
adalah seperangkat moral yang menjadi pedoman bagi para praktisi
komunikasi massa dalam menjalankan tugas dan kewajiban
profesionalnya. Etika memaksa para profesional untuk menyadari
prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai, serta kewajibannya terhadap
diri mereka sendiri dan orang lain. Etika memaksa para profesional
untuk memutuskan bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk
mengawal hubungan antara dirinya dan orang lain, bagaimana ia
berpikir, bertindak, dan beraksi terhadap orang-orang serta
berbagai isu yang ada di sekitar mereka. lho secara etika justru
kebebasan berekspresinya diatur mbak. kebebasan berekspresi itu
dasarnya undang - undang dasar pasal 28. cuma kebablasan
diartikan dan digunakan oleh orang-orang oportunis untuk
membuat kegaduhan. salah satu kegaduhannya ya hoax tersebut

e) “Website ya, karena website itu gampang. Gampang untuk dibuat,
gampang untuk mendapatkan, gampang untuk ya kita otak atik”

D. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan Pelaporan

Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
a) Di Indonesia cukup parah ya sekarang, ya karena seperti itu

tadi ini adalah tahun politik sehingga kabar bohong terkait
dengan pemilu, pemerintahan itu sedang banyak-banyaknya.

b) Faktor penyebarannya itu karena masyarakat masih kurang
literasi dan edukasi. Sehingga mereka tidak bisa membedakan
mana yang hoax mana yang bukan. Jadi akhirnya akan
terpengaruh dan justru ikut-ikutan menyebarkan isu hoax
terkait politik tadi.

¢) Karena ya memang website mudah dan murah. Bisa memuat
banyak kalimat maka akan semakin banyak informasi yang bisa
dituangkan. Jadi kelebihannya itu ya Kkita bisa banyak
mengetahui berbagai informasi dari berbagai bidang dengan
mudah. Tinggal searching, buka klik, lalu baca. Kalau mau
sebarkan juga tinggal copy link terus sudah bisa disebarkan.
Sering kan itu di media sosial juga disertakan link nya.

d) Kekurangannya, siapapun bisa membuat website jadi orang
yang tidak bertanggung jawab itu pun bisa memanfaatkan
website untuk dijadikan hal-hal negatif misalnya seperti yang
menyebarkan isu hoax politik tadi itu.
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E. Anthonius Simalau — Kepala Sub Direktorat Pengendalian Konten
Internet Direktorat Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia
a) “Tidak ada. Ada juga sih pimpinan minta itu, jadi kami melihat

dimedia sosial itu yang lagi rame apa”

b) “Faktornya apa itu politik, ekonomi. Sebetulnya itu harus menjadi
kajian tersendiri, ekonomi politik dari isu hoax. Jangan-jangan ada
kepentingan faktor ekonomi. diwebsite itu ada banyak ya. mungkin
awalnya ada diwebsite, lalu disebarkan lagi melalui media sosial.”

c) “Sekarang ini yang kami lakukan terhadap konten pornografi dan
perjudian kami ini aktif langsung memblokir. Kami kan memiliki
alatnya untuk mendeteksi itu, langsung kami tutuplah. Konten-
konten selain itu bagaimana? Misalnya terorisme, atau obat-obat
yang tidak memilki izin edar, penganiayaan terhadap anak,
kekerasan terhadap anak, hoax atau kabar bohong itu kami
menunggu. Kami menerima pengaduan dari kementerian lembaga.
Jadi seperti obat-obat yang tidak memiliki izin edar, kami terima
dari badan POM, kemudian kalau terorisme dari BNPP, kemudian
kalau narkotik dari BNN. Sehingga dikirim ke kami untuk tolong
diblokir website-website ini, itu dikategorikan memiliki konten-
konten yang ilegal.”

3. Program
1) Perencanaan Program dan Pemilihan Strategi Perubahan Isu
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital

Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

a) “Pasti ada dasar hukumnya. Untuk Literasi Digital memiliki
road map, ya. Jadi perencanaan program mengacunya
kepada peta jalan atau road map. kegiatan 2017-2020 tuh
sudah ada pedomannya namanya road map atau peta jalan.
kita pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholder
ada gerakan nasional literasi digital. itu ada road map nya
tahun 2017 itu kita mulainya detik mulainya di 2017,
kemudian 2018 itu pengembangannya, 2019 proses
integrasi, dan 2020 tahap berjelanjutan.”

b) “Ada tiga cara, yang pertama ada disisi bagian hulu
diatasnya. Ini masyarakatnya harus kita edukasi dengan
gerakan nasional literasi digital. Kita kasih contoh-contoh
nih cara mendeteksi hoax, gimana caranya menyikapi
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berita-berita di media sosial, budayakan check and re-
check, saring sebelum sharing, seperti itukan. Itu
dihulunya. Dihilirnya, aduan konten, untuk memblokir
konten-konten yang hoax atau negatif. Ada juga Undang-
Undang ITE untuk penegakan hukum kalau ada melanggar
privasi atau hukum lainnya. Ditengah-tengahnya Kkita
kerjasama dengan lembaga, LSM, swasta, pemerintah,
untuk sama-sama Kkita gerakan loh, kita bikin gerakan
bersama nasional untuk menyadarkan masyarakat
pentingnya literasi digital ini kita tingkatkan.

Anthonius Simalau — Kepala Sub Direktorat Pengendalian

Konten Internet Direktorat Aplikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia

a) Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan
akses konten internet itu ada di UU No 19 th 2016 pasal
40 ayat 2 a dan 2 b, UU tersebut merupakan UU
perubahan atas UU No 11 th 2008 tentang ITE. Jadi
disana disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban
untuk mencegah konten-konten yang melanggar
undang-undang. Jadi dalam mencegah itu pemerintah
memiliki  kewenangan untuk memutus  akses,
memblokir, makanya kami melakukan pemblokiran
terhadap website-website yang melanggar hukum,
misalnya pornografi, perjudian, pengancaman, hoax dll.
Kemudian ada juga peraturan menterinya.

b) Jadi gini, kami menerima aduan dari masyarakat,
pertama kami harus memastikan apakah yang diadukan
ini benar. misalnya, apakah ada konten yang melanggar
hukum. Kalau tidak ada, tidak kami tindak lanjuti. Tapi
kalau ada, ya kami tindak lanjuti. Karena bahasa UU
nya pemutusan akses bukan manajemen hoax, jadi saya
akan tetap pakai itu. Pemutusan akses terhadap konten
yang melanggar UU, perjudian, pornografi, hoax,
kekerasan anak, obat ilegal, termasuk informasi yang
seperti “begini cara buat bom” nah itu kami blokir.

B. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan

Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
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lya, ada dasar hukumnya. Misal literasi digital diadain
untuk  mendukung konten positif di internet,
mendukung UU ITE.

Setiap program yang dijalankan atau direncanakan
sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing satuan
kerja yang tercantum dalam struktur organisasi
Kementerian.

C. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

a)

b)

2) Program

“ya Mbak, dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008,
dibangunlah sistem pemblokiran konten negatif dalam
pendekatan teknologi. secara socio kultural, sosialisasi
dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan edukasi ke
masyarakat terkait hal - hal yang dilarang oleh UU
terutama terkait konten negatif di Internet. sebagian
besar program dan kegiatan pemerintah pasti ada dasar
hukum pelaksanaan utamanya Mbak. untuk di Ditjen
APTIKA, dasar hukum utamanya ada di UU ITE, PP
PSTE, Permen PSE, Permen Pemblokiran Konten
Negatif” —Rangga Adinegara

“Kalau untuk hoax, yang barusan aku kirim ya, jadi
mengenali apa itu hoax. Kita menyebutnya etika
bermedia sosial ya, mengenali intinya kita kenali
hukumnya dulu. Apa saja hukum terkait dengan
penggunaan media sosial, internet. Setelah itu kita kasih
tahu bagaimana cara mengenali hoax, bagaimana kita
bersikap setelah mendapatkan informasi.

(1) Literasi Digital
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

a)

“Sosialisasi berjalan sejak tahun 2017 dan bentuknya
macam-macam, ada yang bentuknya seminar, ada yang
bentuknya bimbingan teknis atau sekaligus dikombinasi
dengan workshop. Sebagian besar sih bentuknya
workshop, atau bisa bentuknya car free day kita juga
memanfaatkan kegiatan car free day yang potensi
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ketemu sama masyarakatnya banyak, kan ribuan kalau
car free day itu atau kita menggunakan media yang
paling efektif sekarang ya media sosial, twitter,
instagram, facebook.”

b) “Ohiya mereka standarnya adalah kita ajari ciri-Ciri
hoax seperti apa, terus bagaimana caranya mereka
untuk bisa melakukan check and re-check apakah berita
ini hoax atau tidak, kriteria hoax seperti apa, kemudian
tujuan-tujuannya, dan juga contoh hoax yang selama ini
sudah beredar ya. Jadi mereka mempunyai kemampuan
untuk sebelum ikut menyebarkan, mereka ikut
membantu kita untuk memastikan informasi yang
disebarkan bukan bagian dari hoax karena menyebarkan
berita hoax itu ada pasal yang bisa menjerat mereka.
salah satunya di pasal 28 UU ITE terkait menyebarkan
berita bohong atau ujaran kebencian yang bisa dituntut
maksimal 6 tahun dan denda 1 miliyar rupiah. Jadi
untuk membantu meminimalisir dampak negatif hoax
jadi salah satunya menambah konten positif yang ada di
internet. Kita dorong nih netizen untuk lebih produktif.
Bikin vlog, bikin website, artikel, blogging, semua itu
yang Kira-kira bermanfaat bisa jualan online, segala
macam.”

c) “Kita tidak menarget berapa kalinya, tapi targetnya
adalah jumlah peserta. kita pukul rata dari adik-adik
yang di SD sampai yang sudah uzur, Kkita jadiin sasaran
semua. Karena kita tidak bisa mengendalikan, misalnya
adik-adik SD kita ajari caranya main-main internet
seperti apa, yang produktif, tapi orangtuanya tidak kasih
contoh, ya itu akan mubazir. Semua pihak akan kita
edukasi. Ada yang Cuma 50 orang ada yang bisa
sampai 1000, tergantung kegiatannya.

B. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi
Digital Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
a) “kalau di direktorat kami, kami menyampaikan apa saja

terkait UU ITE vyg dilarang, bagaimana etika
berinternet, bagaimana mengenali konten negatif dan
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bagaimana cara kita menyikapinya. kami lebih utama

ke edukasi literasi digital”

b) “Setelah itu kita biasanya melakukan permainan sih.
Kita ada namanya simulasi challenge whisper. Jadi
nanti ada beberapa peserta dikelompokin, kita kasih
info kepeserta pertama, Kita bisikin peserta pertama, dia
bisikin peserta berikutnya, kita lihat dia di ending
ngomong apa. A-Z itu masih sama apa yang
diomongkan. Itu untuk simulasi bahwa berita itu mulut
kemulut pasti akan berbeda perkembangannya.”

. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan

Pelaporan  Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi

Informatika
a) Sosialisasi literasi digital itu adalah program untuk

membangun budaya literasi digital di masyarakat
Indonesia. Jadi kita edukasi agar masyarakat dapat
berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh,
terprovokasi oleh isu hoax politik. Selain itu kita
edukasi juga mengenai adab bermedia sosial.

b) Kita bentuknya macam-macam, ada yang berbentuk
diskusi publik atau seminar, workshop, car free day,
atau online streaming ya dari twitter, facebook, atau
instagram.

c) Targetnya itu kita mencangkup seluruh masyarakat
umum, tokoh masyarakat, juga aparat Penegak
Hukum. Khusus nya itu ialah masyarakat yang aktif
menggunakan media dan generasi milenial.

. Dewi Susiorini — Kepala Sub Seksi Produksi Konten dan

Desiminasi Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia

a) “Nah tempat kami itu, di IKP kita berusaha untuk
meminimalisir, lalu membuat konten. Semakin banyak
berita positif yang dilempar ke masyarakat. yang benar
kita sampaikan kepada masyarakat, misalnya
penerimaan CPNS. Nah kita sebarkan itu ini dari
kementerian ini, syaratnya ini, jadi gak ada kesempatan
ketika ada yang hoax berita ini tuh diterima seribu
orang, padahal nggak. Dikementerian ini udah ketahuan
diterima sekian orang, kita bisa cross check. Semakin
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banyak kita menyebarkan berita-berita yang benar
dengan adanya kebenaran, sebenarnya berita hoax itu
tidak akan dimakan oleh orang. Kita ada forum,
forumnya itu juga literasi media mbak. Yang disebut
literasi media itu bisa dengan cara apa dengan
masyarakat dikasih pemahaman tentang yuk kita bikin
konten positif. jadi memanfaatkan teknologi digital
untuk kepentingan masyarakat, kita bikin sendiri, kita
sebarkan informasi yang baik-baik, yang bagus, yang
memajukan sebanyak-banyaknya. Gitu sih.”

b) “Ada sosialisasi tentang hoax ada. Ya itu tergantung.
Sebenarnyakan kalau dipemerintahkan Kkita ada
kegiatanannya ya. Misalkan kegiatannya tentang literasi
media bisa berupa forum, bisa berupa diskusi publik,
macam-macam. Judulnya juga macam-macam, bisa
literasi media terkait radikalisme, literasi media
pembuatan konten positif, macam-macam.”

c) Di seluruh Indonesia. Mungkin tahun ini kita Cuma di
Jawa, di Bali. Mungkin nanti yang direktorat lain
ngadain di Kalimantan, mungkin dimana. Tergantung
juga mbak, mungkin kalau terlalu jauh kadang-kadang
kemampuannya ya kan mahal ya kalau Kkesana.
tergantung juga permintaan. Kadang ada beberapa
daerah yang jauh minta karena mereka butuh. Macam-
macam juga. Semua itu tergantung juga kajiannya.
Perlu tidak disana atau disana itu misalnya kita bikin
kajian tentang digital media, disana masuk aja belum.

d) Tergantung budget, tergantung anggaran

(2) Pemblokiran Konten
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital

Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

a) “Kalau aduan konten itu adalah layanan dimana orang
bisa melaporkan konten negatif, pornografi, perjudian,
kebencian, penipuan, dan segala macam di internet,
mereka bisa lapor ke aduan konten untuk diblokir lewat
email, lewat whatsapp, lewat twitter, lewat banyak. tiap
hari bekerja 24 jam. jadi ada memang banyak ya cara
untuk meminimalisir dampak konten negatif. Jadi selain
menunggu laporan masyarakat, pemerintah juga
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proaktif kita cari situs-situs mana yang mengandung
konten negatif, kita blokir juga pakai teknologi itu.
System itulah.”

b) Ohya penangannya jelas beda, karena untuk dimedia
sosial jauh lebih susah ya. Kalau misal media sosial di
website itukan kita bisa ya maksudnya kita bicara media
sosial twitter, platform instagram itu kita bisa lakukan
patroli itukan. Kita punya team cyber drone 9 untuk
memantau. Tapi kalau bicara media sosial dalam bentuk
instan messaging kaya whatsapp, line, itukan sebagian
besar adalah grup tertutup. Ini kita mengandalkan
laporan masyarakat sebenarnya. Ini kalau ada hoax
konten broadcast message Kkita biasanya menunggu
laporan dari masyarakat.

c) Ya kalau untuk di whatsapp karena kita tidak bisa
memblokir yang pasti kita setiap bulan ngerilis nih data-
data hoax apa saja yang muncul, setiap minggu, setiap
bulan tuh ada nanti disebarkan ke masyarakat, ke orang-
orang, partner kita paling banyak itu ada di media sosial
itu ada 92% menyebar di media sosial, yang kedua itu
di aplikasi chat, yang ketiga di website, kemudian
televisi, email, dan yang paling kecil di radio.

d) media sosialnya semuanya, facebook, twitter, ya
instagram ya media-media sosial itu kita tidak bisa
mendata itu karena biasanya apa yang muncul ditwitter
ya pasti muncul di facebook. Gak ada hoax yang cuma
muncul di satu media sosial.

e) Semuanya dipantau. Kita kan juga membuka aduan
konten.id jadi masyarakat melaporkan kalau ada konten
negatif yang meresahkan. Mereka melaporkan, Kita
melakukan pengecekan apakah ini termasuk bisa ditake
down atau tidak, dianalisa.

B. Anthonius Simalau — Kepala Sub Direktorat Pengendalian
Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
a) Untuk hoax kami menerima dari pemangku

kepentingan. Misalkan, kan baru saja dirilis hoax ada
gempa ini akan terjadi gempa besar, itukan hoax mana
bisa ada yang prediksi. Misalkan ada gambar yang tidak
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sesuai dengan konteksnya atau gambar-gambar yang
diedit yang menunjukan seakan-akan benar. itu kami
menerima, bukan mencari.

lya, itu aduan konten bukan hanya untuk hoax itu untuk
semua. Itu pintu masuknya. Ada basis email ada media
sosial, kami buka untuk semua.

lya pastinya, jadi mekanismenya ada.

lya kami punya SOPnya. Didalam itu kami akan teliti,
ini benar gak kontennya melanggar hukum (Syarat
pemblokiran konten) misalnya pornografi, pornografi
itu apa definisinya, ada di UU pornografi. Kami tidak
mendefinisikan, sesuai dengan apa yang ada di UU
kabar bohong, apa itu kabar bohong jadi kami tidak
membuat definisi sendiri karena kami tidak dalam
posisi wah ini judi, ini pornografi, ini hoax. karena
kementerian ini bukan tugasnya untuk menilai seperti
itu. atau kami punya database, berdasarkan database
kami sepertinya foto itu tidak pas deh.

Selain konten-konten yang pornografi itu, itu akan kami
lakukan langsung tapi yang konten-konten yang
pornografi, perjudian, kami kirim lagi ke ISP. ISP
Penyedia Jasa Internet, mereka kami minta untuk
menambahkan ke dalam daftar mereka, ini loh daftar
website-website yang memiliki konten pornografi atau
perjudian. Nanti mereka tambahkan. Karena
pemblokiran yang final adanya di ISP

Itu dari tahun 2014. kami sekarang aktif mencari,
ketikan saja misalkan keyword tertentu. Langsung
keluar, lalu kami uji. kalau aduan konten itu kami pasif,
hanya menerima. Kalau keyword kami aktif.

Yang terkait dengan keyword itu, kami punya alat.
Kami masukan keyword nanti keluar semua yang
mengandung kata itu. Oh bukan menteri tidak setuju
kita pakai nama itu, namanya ais dari kata belakang
pengais. nanti kontennya diverifikasi lagi, bener gak
negatif.

lya, kami punya 60 staff, kerjanya ada 3 shift. Itu mulai
awal januari tahun ini, mulai mulusnya sekitar maret.
tapi untuk pemblokiran konten sendiri kami sudah jauh
melakukannya sekitar 2013, 2014.
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C. Dhanang Sutowijaya — Staff Teknis Layanan Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika

a)

b)

d)

Kalau dari kapannya sih dari pokoknya untuk aduan
konten itu semenjak video Ariel dan Luna Maya, 2010.
Nah dari Kementerian Kominfo sendiri akhirnya
dibentuklah tim pemblokiran. Dulu awalnya namanya
trust positif. Terus lama-lama beberapa tahun lalu
berubahlah menjadi drone 9, sekarang ada di lantai 8,
itu diatas dan pengawasannya itu sekarang sudah 1x24
jam, kalau dulu kita kan Cuma jam kerja, ya. Kalau
sekarang sudah 24 jam dan cara kerjanya itu bisa
melalui aduan email, terima email, bisa melalui orang
yang langsung kesini atau telfon, pokoknya bisa melalui
laporan, kami juga bisa melalui patroli sih.

lya dibuat laporan. Misalnya dimedia sosial, facebook
atau apa, runtutannya sih awalnya biasanya mereka
melapor dulu ke facebook, setelah dari itu biasanya
langsung diteruskan kepada kami.

Sebenarnya sih kalau nyari ya, tetap ada. Karena itu
ranahnya di hoax ya, jadi Kita itu lebih utamanya konten
negatifnya dan hoax sendirikan sekarang penyebaran
utamanya lebih di WA gitukan. Di media sosial pun
rata-rata mereka meledaknya setelah sms berantai gitu
loh. Jadi gak dari media sosial dulu diambil, nggak,
pastikan dibumbui dulukan, dibikin ini, ini, ini, baru
disebarkan melalui chatting. Baru setelah itu dibuka,
penasaran, dari chatting diubahlah ke media sosial. ...
Sebenarnya dari kami sendiri nyari juga, cuma ya ini
lebih banyak keaduan juga. Jadi sama-sama nerima
aduan dan nyari.

Kalau cara kerjanya sendiri sih sebenarnya kaya gini
mbak, jadikan ngaduin nih, disini lama lengkap, email,
segala macam, nah submit, nanti diisi dari situ. Kalau
mau laporin apa nih, terkait apa, nanti email yang mbak
kirim ke kami di seleksi lah dengan tim verifikator, di
cek. Laporan mbaknya ini harus disertai bukti minimal
screenshoot atau nggak linknya. Kadangkan ada
misalnya link ini nih ada pembully-an, nah itu di
capture, diserahin, nanti dari teman-teman verifikator
yang nyari itu diteliti, beritanya benar gak.
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Seumpamanya dia dari media massa, kita koreksi ke
media massa nya dulu. Media online mana? Kita carilah
disitukan. Dibaca, benar gak atau hanya disambung-
sambungkan saja. Begitu sesuai atau tidak sesuai, baru
kita kasih tindakan. Dalam artian bila yang
menyebarkan itu media, media itu terkenal gitukan,
berita yang dibikin hoax gitu, awal dari kami biasanya
kami berupa teguran dulu satu kali, dikirim langsung ke
media nya. Misal contohnya dari media massa, kita
email dulu disana, kita tegur. Gak serta merta langsung
di blokir. Kecuali kalau memang tingkatan hoax atau
konten negatifnya sudah terlalu tinggi karena nanti ada
kategorinya yang masih bisa ditolerir, dibicarakan
kenapa bisa ada berita ini, apa dasarnya gitukan. Kalau
sudah dia berupa langsung menjudge, wah lo gini gini
gini, itu sudah benar-benar masuk SARA atau
pencemaran nama baik, itu tanpa harus Kkita koordinasi
ke yang bersangkutan, langsung kita blokir, kita tutup
karena pastinya dari aduan sendiri pasti sudah banyak.
Dan satu lagi biasanya kami juga melihat dari banyak
sedikitnya aduan yang ngeluh terkait dengan konten
tersebut. Biasanyakan gak Cuma satu dua orang aja tuh,
yang ngelaporin banyak. Nanti kita tampung dulu tuh,
dibagaimananya karena Kkitakan gak bisa langsung
memblok gitu aja, jadi ada aturannya.

f) Sama, sebenarnya sih sama karena runtutannyakan kita
gak terima langsung. Jadi harus melalui ada tahap
bertahapnya dulu. Jadi kalau di media sosial, di
facebook, kan ada tuhkan kanalnya di facebook, kalau
sudah nanti discreenshoot soalnya pasti nanti nanya,
sudah diadukan ke facebooknya dulu belum? Kalaupun
sudah, disertakan, di screenshoot. Baru setelah itu
dikirimlah ke kami, sudah pak, kami sudah melalui ini,
melalui ini, buktinya ini, ini, ini, nah baru dari kami
ditindak lanjuti lagi, masih ada atau gimana, baru
setelah itu tahap selanjutnya awal ditegur dulu, baru
kami langsung blokir.

D. Hafied Rum — Staff Teknis Layanan Direktorat Jenderal

Aplikasi Informatika
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Kalau dikita paling kita ada beberapa channel aduan ya.
Channel layananlah sebenarnya ketemu langsung,
telfon, email, whatsapp, twitter.

Kalau misalkan kaya obat ilegal, kita nanya nya ke
Badan POM Kkarena kita juga gak punya pengetahuan
ini benar gak sih obatnya ini ilegal. Terus juga kaya
misalnya undian seluler, itukan banyak tuh, itu biasanya
kita nanya dulu ke operator, misalnya undian
Telkomsel, ini benar gak apa palsu, mau di blokir apa
nggak, terus nanti mereka respon oh iya diblokir. Jadi
yang bisa kita langsung blokir sih yang pasti pornografi
sih pasti, tapi kalau yang lain-lain mungkin harus ada
proses-proses. Kalau dulu sampai ada panel, kaya
kasus-kasus SARA, nanti ada beberapa tokoh yang
diundang, tokoh agama, perwakilan dari agama mana,
tokoh masyarakat, praktisi, sampai nanti di diskusikan
karenakan tiap perspektif orang beda-beda. Ketika kita
nanya ke tokoh masyarakat atau praktisi pastinya wah
ini kan kajiannya sudah sesuai. Karena kadang-kadang
ada permintaan juga dari polisi supaya jangan ditutup
dulu karena mungkin masih ada penyelidikan atau
orangnya belum ketangkep atau gimana.

E. Rio Andhiko — Staff Teknis Layanan Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika

a)

b)

Pendaftarannya berdasarkan kategorinya
pelanggarannya juga, berdasarkan peraturan Undang-
Undang ITE. Itu disitu ada juga dimuat kategori-
kategorinya, pornografi, perjudian, SARA, hoax itu
juga termasuk ke dalam bagian yang harus di block oleh
Kominfo. jika salah satunya memuat itu, pelanggaran
itu, itu juga bisa dilaporkan ke Kominfo.

Ada beberapa tahapnya juga. Tadikan seperti yang telah
dijelaskan sama mas Dhanang tadi, ada beberapa
tahapan. Pertama dari pmohonan masuk, dari
permohonan masuk mungkin lebih dahulu ada beberapa
channel seperti yang dijelaskan mas Hafied tadi mulai
dari layanan, dari aduan konten, whatsapp, dari twitter,
itu nanti ada di Kominfo, ada tim verfikatornya juga,
ada verifikator teknisnya juga. Kalau melalui layanan,
masuknya dulu ke layanan, dicek apakah datanya benar
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atau tidak, setelah itu baru tim verifikator teknis yang
akan  melakukan tindakan.  Ataupun  melalui
aduankonten.id ataupun twitternya, itu langsung ke
aduan kontennya. Mereka juga dari situ mereka kerja 24
jam, 3 kali shift, 8 jam kerja dan sekarang itu juga
dibangun optimal pemblokiran aduan konten itu system
filtering pemblokiran konten negatif.

c) Mesin itu membantu mencari konten negatif di internet,
tapi nanti dicek lagi sama orang verifikasi.

d) Sistemnya baru tahun ini dijalankan dan sistem itu perlu
banyak keyword. Ibaratnya sensitif case lah, sensitif
keyword untuk menjaring konten negatif yang ada di
internet.

. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan

Pelaporan  Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi

Informatika

a) Aduan konten itu adalah layanan untuk mengadukan
konten negatif yang ada di situs web, media sosial,
aplikasi mobile, dan software. Salah satunya isu hoax
politik itu. Selain berdasarkan aduan sebenarnya juga
pemblokiran itu dilakukan dengan bantuan mesin yang
bisa mendeteksi dengan menggunakan keyword
tertentu.

b) Masyarakat bisa melakukan aduan dengan cara
mendaftarkan diri, lalu mengunggah link dan atau
screenshoot konten yang ingin dilaporkan disertai
alasannya. Nanti akan ditinjau kembali oleh tim
verifikator apakah benar memuat konten negatif.

c) Tim aduan konten ini bekerja 24 jam selama 7 hari
dengan pembagian waktu kerja shift. Jadi bisa kapan
saja melaporkannya.

. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi

Digital Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia.

a) “Kalau terkait dengan  pemblokiran, prinsip
pemblokiran yang ada dikominfo itu kita memblokir
atas request yang pertama. Ada permintaan untuk
memblokir. tapi intinya kita melakukan take down itu
berdasarkan dari instansi terkait atau permintaan dari
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masyarakat. Yang kedua, kita melakukan pencarian
secara mandiri. Kalau kontennya itu melanggar UU
ITE, kita take down langsung tanpa adanya aduan.
kalau akunnya sangat parah ya langsung kita take
down.”

kalau website nanti ada surat peringatan. Eh, yg
penanganan  hoax  ditanyakan ke  Direktorat
pengendalian Aptika saja, aku kurang paham teknisnya.
intinya akan ada surat peringatan bagi pengelola
website. kalau tidak diperbaiki, maka website di
takedown. kalau media sosial akan dilaporkan ke
penyedia media sosialnya untuk block acount. kalau
hoaxnya sampai berdampak ke kerusuhan masyarakat,
diajukan juga ke pengadilan, dituntut secara hukum.
kalau hoax itu delik aduan ya, harus ada yg mengadu /
yg merasa dirugikan. kecuali kalau hoaxnya menyasar
ke kominfo ya dari kominfo lapor ke polisi

3) Evaluasi Program
(1) Literasi Digital
A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

a)

b)

“Kita sebelum acara kita adakan pre-testnya kemudian
ada post testnya. Jadi kita ukur, peserta tadi di awal ada
nilainya, nanti setelah kegiatan selesai kita kasih test
juga. Kalau nilainya meningkat berati kegiatan Kkita
berhasil”

Sudah. Kenapa sudah berjalan efektif karena sudah
sesuai tujuan dan rencana di peta jalan atau road map.
Sampai sekarang kita sudah mempunyai 92 lebih ya
partner baik itu LSM, organisasi masyarakat,
kementerian untuk menjadi perpanjangan tangan
pemerintah untuk menyebarkan kampanye literasi
digital. Jadi kesadaran masyarakatnya sudah muncul, itu
yang paling penting, untuk menangani bersama-sama.
Banyaknya pihak yang mempunyai inisiatif untuk
membuat kegiatan yang sama untuk mendidik
masyarakat, cara untuk mengantisipasi dan menganalisa
hoax seperti apa. Termasuk mengajari mereka untuk
membuat konten positif.
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B. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan
Pelaporan  Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika
a) Ya, sudah sesuai target yang direncanakan. Cumakan
emang butuh proses karna Indonesia sangat luas dan
masyarakatnya sangat banyak.

b) lya targetnya ini dilihat dari jumlah masyarakat yang
sudah terliterasi.

C. Rangga Adinegara — Kepala Seksi Pelaksanaan Literasi
Digital Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia.

a) Paling kita hanya melakukan namanya pre-test dan
post-test untuk mengetahui apakah dia bisa menangkap,
apakah dia bertambah wawasannya masih sebatas itu ya
karena keterbatasan kami untuk melakukan penelitian
itu

b) Sudah, dari Laporan Tahunan. kita untuk setiap
program diberikan target, tiap tahun kita menyampaikan
target yg tercapai berapa dan bisa diakses di website
kominfo LAPTAH-nya.

(2) Pemblokiran Aduan Konten

A. Aris Kurniawan — Kepala Sub Direktorat Literasi Digital
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

a) “Sebenarnya untuk seberapa efektif kita tidak bisa
mengukur itu ya. Ini lebih keusaha pemerintah untuk
menjaga adik-adik kita yang masih 17 tahun kebawah
ini untuk tidak terpapar konten negatif secara mudah.
Bayangkan kita kalau pemerintah tidak melakukan apa-
apa, setiap buka internet ada orang-orang buka
pornografi. Prinsipnya adalah bukan efektifitasnya
diukur darimana tapi apa yang akan terjadi jika
pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kuncinya ada di
manusianya. Makanya kita ada gerakan literasi digital
untuk menyadarkan manusianya. Ini loh keuntungan
makai internet, negatifnya seperti apa, silahkan kalian
memilih pilihan yang bijak dengan memakai internet.”
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B. Anthonius Simalau — Kepala Sub Direktorat Pengendalian
Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
a) Harusnya ya, bukan kami yang melakukan evaluasi,

harus dari aparat pengawasan. Kalau kami, pasti
mengatakan sudah efektif. tapi yang pasti, upaya kami
ini kan akan tentu terus dikembangkan. pemutusan
akses harus merujuk kepada UU. Nanti misalnya ada
orang Yyang tidak sependapat dengan pemerintah,
langsung kami tutup. Yakan itu tidak logis, itu sudah
melenceng jauh.

b) Diakhir kamikan, dihilir. Harusnya yang berperan itu
dihulu supaya jangan ada karna kalau masyarakat nanti
tidak di edukasi, akan tetap banyak atau mungkin suatu
saat karna masyarakat sudah dewasa nggak perlu lagi
dilakukan pemblokiran.

C. Leski Rizkinaswara — Staff Perencanaan Program dan
Pelaporan  Sekretariat Direktorat Jenderal  Aplikasi
Informatika
a) Menurut kita sih sudah ya. Karena tim pemblokiran

sudah kerja 24 jam sehari selama 7 hari senin sampai
minggu untuk blokir situs dan konten negatif.

D. Dhanang Sutowijaya — Staff Teknis Layanan Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika
a) Sejauh ini sudah sih. Jadi tiap hari itu pasti ada

laporannya, maksudnya update-an data. Hari ini yang
diblokir berapa, data berapa. Buat Mbaknya juga bisa
liat. Pengen lihat situs ini diblokir gak ya, tinggal
dimasuki saja, klik ini, searching, muncul dia, dia
muncul data base hitam atau putih.

b) Kalau dibilang tercapai gak tercapainya sih, kalau dari
kami sih sudah. Tapi gak tahu masyarakat yang
merasakan gitukan. Karena yang menilaikan dari
masyarakat, bukan dari kami. Kalau dari kami sih
kerjanya sudah maksimal, 1x24 jam sudah dikerjakan,
senin sampal minggu, sampai ada shiftnya juga,
maksudnya bergantian.

c) Ya menurut amanat Undang-Undang vya harus
dilaksanakan seterusnya, selama ada di Undang-
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Undangnya bilang begitu. Jadi kamu di dalam
skripsinya muatkan aturannya dan itu memang tugas
pemerintah juga untuk melakukan pemblokiran.
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